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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawasan anggaran pendidikan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan di
Kabupaten Bengkalis. Ketimpangan akses pendidikan yang disebabkan oleh faktor geografis, sosial-
ekonomi, dan infrastruktur pendidikan yang terbatas menjadi masalah utama di daerah ini. Pengawasan
anggaran pendidikan yang dilakukan oleh DPRD memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan,
namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti ketidaksesuaian antara prioritas
anggaran dan kebutuhan lokal, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Penelition ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur
sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif dapat
memperbaiki distribusi anggaran pendidikan dan mengurangi ketimpangan akses, tetapi memerlukan
peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antar instansi. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi ilmiah dalam merancang strategi pengawasan anggaran pendidikan yang lebih
efektif dan berkelanjutan, khususnya di daerah dengan kondisi geografis dan sosial-ekonomi yang kompleks
seperti Kabupaten Bengkalis

Kata Kunci: Pengawasan Anggaran Pendidikan, DPRD, Ketimpangan Akses Pendidikan, Kabupaten
Bengkalis

Abstract

This study aims to analyze the role of the budget supervision of education by the Regional People's
Representative Council (DPRD) of Riau Province in addressing the educational access disparity in Bengkalis
Regency. The educational access inequality, caused by geographical, socio-economic, and limited educational
infrastructure factors, is a major issue in this region. The budget supervision conducted by DPRD has a significant
impact on the quality of education; however, there are still challenges in its implementation, such as misalignment
between budget priorities and local needs, as well as limited human resource capacity. This research employs a
descriptive qualitative approach with in-depth interviews, observations, and literature studies as data collection
techniques. The findings show that effective supervision can improve the distribution of education funds and
reduce access disparity, but it requires enhanced fransparency, accountability, and coordination between
agencies. This study is expected to contribute to designing more effective and sustainable education budget
supervision strategies, particularly in areas with complex geographical and socio-economic conditions, such as
Bengkalis Regency.

Keywords: Education budget supervision, DPRD, Educational access disparity, Bengkalis Regency.
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PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu negara
dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Secara global, pendidikan menjadi pilar
utama dalam upaya memperbaiki kesejahteraan sosial-ekonomi dan meningkatkan kualitas
hidup. Di Indonesia, pendidikan tidak hanya menjadi hak setiap warga negara, tetapi juga
menjadi kewajiban negara untuk menyediakan akses pendidikan yang setara dan berkualitas
(Ramadhani & Rahayu, 2021). Dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi dalam sistem
pemerintahan, pemerintah daerah kini memiliki peran yang lebih besar dalam mengelola dan
mengawasi sektor pendidikan di wilayah masing-masing, termasuk pengalokasian anggaran
pendidikan yang memadai (Ranggakusumah et al.,, 2024). Namun, realitas di lapangan
menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah-
daerah dengan tantangan geografis dan sosial-ekonomi, seperti Kabupaten Bengkalis di
Provinsi Riau, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Data Jumlah Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bengkalis, 2024
Data Jumlah Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bengkalis, 2024
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Kesenjangan dalam akses pendidikan di Kabupaten Bengkalis menjadi isu yang
mendesak, mengingat kondisi geografisnya yang terdiri dari banyak pulau terpisah oleh
perairan, serta ketimpangan sosial-ekonomi yang signifikan. Meskipun pemerintah telah
mengalokasikan anggaran pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), pengawasan dan implementasi anggaran tersebut seringkali tidak optimal, yang
mengakibatkan ketidakmerataan fasilitas pendidikan, tenaga pendidik yang tidak tersebar
merata, dan kualitas pendidikan yang bervariasi antar wilayah (Dimmera, Bella Ghig;
Purnasari, 2020). Pengawasan terhadap anggaran pendidikan, yang dilakukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, menjadi sangat penting untuk memastikan
bahwa anggaran tersebut digunakan dengan efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengkaiji bagaimana pengawasan anggaran pendidikan dapat
mengatasi ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Bengkalis dan dampaknya terhadap
kualitas pendidikan di daerah tersebut.
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Pengawasan oleh DPRD menjadi penting dalam memastikan bahwa alokasi anggaran
pendidikan tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga terealisasi sesuai dengan
peruntukannya. Teori akuntabilitas mengacu pada kewajiban pihak yang diberi wewenang
untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik, sedangkan transparansi
mengarah pada akses terbuka terhadap informasi pengelolaan anggaran yang memungkinkan
masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan. Pengawasan ini juga melibatkan
partisipasi publik yang semakin berkembang di era digital, di mana masyarakat, media, dan
LSM memainkan peran penting dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan
dan akuntabel. Keduanya, akuntabilitas dan transparansi, memiliki keterkaitan erat dalam
meningkatkan efektivitas pengawasan anggaran pendidikan, yang pada gilirannya dapat
mempengaruhi pemerataan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten
Bengkalis.

Ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Bengkalis dapat dipahami melalui analisis
ketidakmerataan distribusi pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis, sosial,
dan geografis, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai penelitian. Ketimpangan dalam akses
pendidikan dapat dipengaruhi oleh perbedaan sosial-ekonomi dan latar belakang sekolah
siswa, yang berkontribusi pada kesenjangan akses pendidikan di berbagai wilayah (Valencia-
garcia et al., 2025).Di Indonesia, khususnya di daerah-daerah seperti Kabupaten Bengkalis,
ketimpangan ini sering kali dipengaruhi oleh infrastruktur yang terbatas, kendala ekonomi, dan
kurangnya perhatian terhadap kelompok marginal, seperti yang dijelaskan oleh Hossain,
dalam konteks anak-anak dari keluarga pekerja seks (Rimba et al.,, 2025). Selain itu
pentingnya pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan akses pendidikan, di mana
tingkat pemberdayaan yang rendah berkontribusi pada ketidaksetaraan dalam akses
pendidikan, terutama di wilayah yang lebih miskin atau terpinggirkan (Gaventa & Mcgee,
2013). Oleh karena itu, dalam konteks pengawasan anggaran pendidikan oleh DPRD Provinsi
Riau, peran legislatif menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa alokasi anggaran
pendidikan disalurkan secara merata, dengan memperhatikan ketimpangan yang ada di
daerah-daerah marginal. Pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa anggaran
pendidikan digunakan untuk mengurangi ketimpangan ini, (Gaventa & Mcgee, 2013) dengan
memberikan perhatian lebih pada daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap
pendidikan berkualitas.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimana dampak
pelaksanaan pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap efektivitas penggunaan anggaran
pendidikan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkalis?
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi persepsi
berbagai aktor dan menganalisis dinamika yang terjadi dalam pengawasan anggaran
pendidikan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas
mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengawasan anggaran pendidikan di daerah
dengan kondisi geografis dan sosial-ekonomi yang khas seperti Kabupaten Bengkalis.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih
komprehensif tentang bagaimana pengawasan anggaran pendidikan dapat mengatasi
ketimpangan akses pendidikan di daerah kepulauan. Penelitian ini juga memperkaya kajian
tentang pengawasan anggaran pendidikan dengan fokus pada konteks lokal di Indonesiq,
yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam literatur. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan, terutama dalam merancang strategi
pengawasan anggaran pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta dapat
menginspirasi penelitian lebih lanjut di bidang akuntabilitas publik dan pengelolaan keuangan
daerah.
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METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah untuk
memahami fenomena pengawasan anggaran pendidikan di Kabupaten Bengkalis dari
perspektif berbagai aktor yang terlibat, termasuk DPRD, pejabat dinas pendidikan, tenaga
pendidik, dan masyarakat. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi,
pengalaman, dan dinamika sosial yang tidak dapat tercermin dalam pendekatan kuantitatif
yang berbasis pada angka dan statistik (Wijaya et al.,, 2025)). Penelitian deskriptif ini
bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana mekanisme pengawasan
anggaran pendidikan dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau dan dampaknya terhadap kualitas
pendidikan di Kabupaten Bengkalis, tanpa adanya upaya untuk mengubah atau memanipulasi
variabel-variabel yang diteliti (Alhasnawi et al., 2023).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer
dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber yang memiliki pengetahuan
atau pengalaman terkait dengan pengawasan anggaran pendidikan, melalui wawancara
mendalam dengan informan yang relevan. Informan utama dalam penelitian ini meliputi
anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, pejabat dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten
Bengkalis, kepala sekolah, serta masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pendidikan di
Kabupaten Bengkalis. Sumber data sekunder mencakup literatur yang relevan, seperti laporan
pemerintahan, dokumen anggaran, serta penelitian terdahulu yang membahas topik yang
serupa (Creswell, 2024). Dokumen sekunder ini digunakan untuk memberikan konteks lebih
dalam mengenai kebijokan anggaran pendidikan dan pelaksanaan pengawasan yang
dilakukan oleh DPRD.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan
menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk
menggali informasi secara lebih fleksibel sesuai dengan konteks yang ada, serta memberi
ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara
terbuka (Sarie, 2023). Observasi dilakukan di lapangan untuk mengamati dinamika
pengawasan anggaran pendidikan oleh DPRD, termasuk pertemuan atau rapat yang berkaitan
dengan anggaran pendidikan. Teknik observasi ini penting untuk memahami bagaimana proses
pengawasan berlangsung dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Sementara itu,
dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan
anggaran pendidikan dan laporan pelaksanaan program pendidikan di Kabupaten Bengkalis,
seperti dokumen APBD, laporan keuangan, dan dokumen kebijakan pendidikan dari Dinas
Pendidikan. Selain itu, studi literatur akan dilakukan untuk memperkaya kajian dengan teori-
teori yang relevan dan penelitian sebelumnya mengenai pengawasan anggaran pendidikan
dan akuntabilitas public (Wijayaq, Isa, et al., 2024).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah mekanisme pengawasan anggaran pendidikan
oleh DPRD Provinsi Riau, serta dampaknya terhadap akses dan kualitas pendidikan di
Kabupaten Bengkalis. Unit analisis ini ditentukan berdasarkan tujuan penelitian yang ingin
memahami secara mendalam bagaimana proses pengawasan dilaksanakan oleh DPRD dan
bagaimana pengawasan tersebut mempengaruhi pengelolaan anggaran pendidikan di
daerah tersebut. Subjek penelitian mencakup berbagai aktor yang terlibat dalam proses
pengawasan, seperti anggota DPRD, pejabat dinas pendidikan, kepala sekolah, serta
masyarakat yang merasakan langsung dampak dari kebijakan pendidikan dan pengawasan
anggaran.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik dengan
pendekatan sintesis naratif. Analisis tematik dilakukan dengan mengidentifikasi, menganalisis,
dan melaporkan pola-pola atau tema-tema utama yang muncul dari data wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengorganisir data secara
sistematis dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti
(Wijaya, Chusna, et al., 2024). Setelah tema-tema utama diidentifikasi, peneliti akan menyusun
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sintesis naratif untuk menjelaskan hasil analisis secara menyeluruh, dengan menghubungkan
temuan-temuan yang ditemukan dalam data dengan teori dan literatur yang relevan. Sintesis
naratif ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika pengawasan
anggaran pendidikan di Kabupaten Bengkalis dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan.
Analisis ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif, dengan mengkaiji makna
sosial, politik, dan ekonomi yang terkandung dalam proses pengawasan anggaran dan
kebijakan pendidikan (Hafidzh, 2024) Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini,
diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai
tantangan dan peluang dalam pengawasan anggaran pendidikan di daerah yang memiliki
kondisi geografis dan sosial-ekonomi yang kompleks, seperti Kabupaten Bengkalis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, pengawasan anggaran pendidikan oleh
DPRD Provinsi Riau memiliki implikasi signifikan terhadap ketimpangan akses pendidikan di
Kabupaten Bengkalis. Studi menunjukkan bahwa ketidakmerataan distribusi anggaran
pendidikan seringkali disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara prioritas anggaran
dengan kebutuhan nyata di tingkat lokal, khususnya pada daerah-daerah terpencil.
Peningkatan pengawasan anggaran dapat memperbaiki efisiensi pengeluaran publik dengan
mengurangi bias anggaran yang lebih mengutamakan infrastruktur ketimbang kebutuhan dasar
pendidikan (Zhang & Yuan, 2023). Di sisi lain, adanya perbedaan dalam tingkat desentralisasi
anggaran juga mempengaruhi efektivitas pengawasan oleh DPRD, di mana daerah dengan
mekanisme pengawasan yang lebih terpusat cenderung memiliki kontrol lebih baik terhadap
penggunaan dana pendidikan(Kessy, 2023). Selain itu, model penganggaran berbasis kinerja,
seperti yang direkomendasikan oleh DPRD untuk meningkatkan transparansi, dapat mengurangi
ketimpangan akses dengan memastikan alokasi dana lebih merata dan sesuai dengan
kebutuhan daerah yang paling membutuhkan (Damasevicius, 2025). Hal ini sejalan dengan
pembahasan sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengawasan yang lebih ketat dan
penggunaan anggaran yang lebih responsif terhadap kondisi lokal dapat membantu
mengurangi kesenjangan pendidikan antar daerah di Kabupaten Bengkalis.

Ketimpangan Akses Pendidikan Berdasarkan Latar Belakang Sekolah

Ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Bengkalis juga dipengaruhi oleh latar
belakang sekolah asal siswa, baik yang berkaitan dengan jenis sekolah maupun kualitas
pendidikan yang diberikan di sekolah tersebut. Dalam konteks ini, latar belakang sekolah
mencakup perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta, yang sering kali memiliki
perbedaan dalam hal kualitas fasilitas, kurikulum, serta ketersediaan sumber daya pengajaran.
Sekolah negeri, yang umumnya lebih banyak tersedia di daerah-daerah pedesaan dan
terpencil, sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur dan sumber daya
pengajaran, sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.
Sebaliknya, sekolah swasta yang lebih banyak tersebar di kawasan perkotaan cenderung
memiliki fasilitas yang lebih baik, meskipun aksesnya terbatas bagi siswa dari keluarga kurang
mampu secara ekonomi. Hal ini sesuai dengan temuan (Hossain et al., 2025)yang menunjukkan
bahwa keterbatasan akses ke sekolah swasta yang lebih berkualitas cenderung memperburuk
ketimpangan pendidikan, terutama di kalangan kelompok-kelompok miskin dan marginal.
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Tabel 1. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut
Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bengkalis, 2023 dan 2024

Jenjang Pendidikan ~ Angka Partisipasi Murni (APM  Angka Partisipasi Kasar
(APK)

2023 2024 2023 2024

(1) (2 () (4) o)

SDIMI/ Sederajat 99,15 98,35 107,49 103,01

SMP/MTs/ Sederajat 84,75 85,92 98,22 93,09

SMA, SMK/MA Sederajat 69,28 69,99 81,14 93,13

Sumber : Bengkalis Dalam Angka, 2025

Selain itu, perbedaan latar belakang sekolah juga tercermin dalam tingkat pendidikan
orang tua siswa. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan latar belakang pendidikan
yang lebih rendah cenderung memiliki akses terbatas ke sekolah berkualitas, karena faktor
keterbatasan informasi dan kemampuan ekonomi keluarga dalam memilihkan sekolah yang
lebih baik. Sekolah-sekolah di daerah yang lebih terpencil sering kali hanya menyediakan
pendidikan dasar tanpa fasilitas pendukung yang memadai, sehingga mempersulit siswa untuk
mengakses pendidikan berkualitas lebih tinggi, seperti pendidikan menengah dan lanjutan.
Penelitian oleh (Espinosa et al.,, 2025) mengungkapkan bahwa kesenjangan dalam latar
belakang pendidikan orang tua berhubungan erat dengan akses anak-anak mereka ke sekolah
yang lebih baik, karena orang tua yang lebih berpendidikan cenderung lebih sadar akan
pentingnya pendidikan dan lebih mampu memfasilitasi akses pendidikan yang lebih baik bagi
anak-anak mereka.

Selain itu, ketimpangan ini juga dipengaruhi oleh kualitas pengajaran yang ada di setiap
sekolah. Sekolah negeri yang sering kali kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas di
daerah-daerah tertentu, berbanding terbalik dengan sekolah swasta yang biasanya mampu
menarik tenaga pengaijar yang lebih terampil berkat dana yang lebih besar dan insentif yang
lebih tinggi. Kondisi ini membuat siswa yang bersekolah di sekolah negeri, terutama di daerah
yang lebih terpencil, memiliki keterbatasan dalam hal pengajaran yang berkualitas, yang
pada akhirnya berdampak pada hasil belajar mereka. (Frola et al.,, 2024) menyoroti
pentingnya kualitas pengajaran dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan, dengan
menunjukkan bahwa tingkat keahlian guru yang lebih tinggi dapat berkontribusi besar dalam
meningkatkan hasil pendidikan bagi siswa dari latar belakang yang kurang beruntung.

Dengan demikian, ketimpangan akses pendidikan berdasarkan latar belakang sekolah
menciptakan suatu siklus ketidaksetaraan yang memperburuk ketimpangan pendidikan di
Kabupaten Bengkalis. Siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan bersekolah di
sekolah negeri dengan sumber daya terbatas sering kali terjebak dalam kondisi pendidikan
yang tidak optimal, yang menghambat mereka untuk mencapai potensi penuh mereka dalam
pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan provinsi untuk

memperhatikan aspek latar belakang sekolah ini dalam merancang kebijakan pendidikan yang
lebih inklusif dan merata, guna mengurangi ketimpangan pendidikan di berbagai lapisan
masyarakat.
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Dampak Ketimpangan Akses Pendidikan terhadap Kualitas Pendidikan

Ketimpangan akses pendidikan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis berpengaruh
langsung terhadap kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa, terutama di daerah-daerah
dengan akses terbatas. Ketika akses ke pendidikan berkualitas tidak merata, hal ini
menciptakan disparitas dalom penguasaan materi dan keterampilan antara siswa yang
berasal dari daerah perkotaan dan pedesaan. Siswa yang tinggal di daerah pedesaan, yang
sering kali memiliki akses terbatas ke sekolah-sekolah dengan fasilitas yang memadai, sering
kali berhadapan dengan kurangnya sarana dan prasarana pendukung pendidikan, seperti
buku, laboratorium, serta akses internet yang dapat mendukung proses pembelajaran.
Penelitian oleh (Hossain et al.,, 2025) menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di daerah
dengan akses terbatas sering kali terhambat oleh kurangnya fasilitas tersebut, yang
menyebabkan hasil pendidikan yang tidak optimal.

Tabel 2. Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler
dan Komputer serta Mengakses Internet di Kabupaten Bengkalis, 2024

Jenis Kelamin Menggunakan Menggunakan Menggunakan
Telepon Seluler Komputer Internet
Laki-laki 82,52 9,18 76,01
Perempuan 80,86 10,47 13,71
Laki-laki dan 81,70 9,82 74,86
Perempuan

Sumber : Bengkalis Dalam Angka, 2025

Selain itu, ketimpangan akses pendidikan juga mempengaruhi tingkat keterlibatan dan
kualitas pengajaran yang diterima oleh siswa. Sekolah-sekolah di daerah terpencil atau
dengan akses terbatas sering kali kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas. Hal ini
terutama terjadi pada sekolah negeri yang berada di daerah dengan sumber daya yang
terbatas, sehingga mengurangi kesempatan siswa untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai
dengan standar kualitas yang diharapkan. Sebaliknya, sekolah-sekolah di daerah perkotaan
yang lebih mudah diakses oleh siswa cenderung memiliki tenaga pengajar yang lebih
berkualitas dan berpengalaman, sehingga menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik.
Menurut (Frola et al.,, 2024), perbedaan kualitas pengajaran ini berkontribusi pada
ketimpangan dalam pencapaian akademik di antara siswa yang berasal dari latar belakang
ekonomi yang berbeda, dengan siswa dari daerah kurang terlayani sering kali mengalami
penurunan kualitas pendidikan.

Selain pengaruh terhadap kualitas pengajaran, ketimpangan akses pendidikan juga
berdampak pada kesempatan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
Di daerah dengan akses terbatas, banyak siswa yang terpaksa berhenti pada tingkat
pendidikan dasar atau menengah karena terbatasnya fasilitas pendidikan yang tersedia, serta
kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam
partisipasi pendidikan tinggi antara siswa dari keluarga mampu dan keluarga kurang mampu,
yang pada gilirannya menghambat mobilitas sosial dan ekonomi mereka.(Valencia-garcia et
al., 2025) mengungkapkan bahwa siswa yang tidak dapat mengakses pendidikan menengah
dan tinggi cenderung terhambat dalam pengembangan keterampilan yang lebih kompleks,
yang pada akhirnya membatasi potensi mereka dalam dunia kerja dan kontribusi mereka
terhadap pembangunan ekonomi.
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Dampak lebih lanjut dari ketimpangan akses pendidikan ini adalah ketidakmampuan
siswa untuk memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
Ketika akses pendidikan terbatas pada tingkat pendidikan dasar atau bahkan terhenti pada
tahap awal pendidikan menengah, siswa tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan
keterampilan teknis dan profesional yang sangat dibutuhkan di pasar kerja. Akibatnya, mereka
tidak dapat bersaing dengan lulusan dari sekolah-sekolah yang lebih baik yang memiliki akses
lebih besar ke pelatihan lanjutan dan pendidikan keterampilan. Penelitian oleh (Hossain et al.,
2025) juga menyoroti bahwa ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi
menyebabkan terbatasnya pilihan karier bagi siswa, yang dapat mengarah pada tingginya
tingkat pengangguran atau keterbatasan dalam penghasilan mereka di masa depan.

Ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Bengkalis memiliki dampak yang signifikan
terhadap kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Ketidaksetaraan dalam fasilitas
pendidikan, kualitas pengajaran, dan kesempatan melanjutkan pendidikan memperburuk
kualitas pendidikan secara keseluruhan dan membatasi potensi perkembangan siswa. Oleh
karena itu, penting bagi kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan
provinsi untuk mengurangi ketimpangan ini, memastikan bahwa setiap siswa, tanpa memandang
latar belakang geografis atau sosial-ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk
mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Pengawasan Anggaran Pendidikan oleh DPRD Provinsi Riau

Pengawasan anggaran pendidikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Riau memainkan peranan vital dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas
penggunaan dana Pendidikan (Rahmadhani & Febrian, 2025). Sebagai lembaga legislatif
daerah, DPRD memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya alokasi dana untuk sektor pendidikan.
Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara
efektif, efisien, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah (Ismail et al., 2025). Dalam
praktiknya, pengawasan ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu pengawasan langsung,
yang melibatkan kunjungan lapangan dan evaluasi terhadap proyek pendidikan yang
dibiayai, serta pengawasan tidak langsung, seperti analisis laporan keuangan dan
rekomendasi dalam rapat kerja antara DPRD dan eksekutif. Namun, meskipun sudah ada
upaya yang signifikan dalam pengawasan, masih terdapat sejumlah tantangan yang
menghambat efektivitasnya, antara lain koordinasi yang lemah antara DPRD dan Perangkat
Daerah, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusiadi DPRD yang mempengaruhi
kualitas pengawasan (Hafidzh, 2024).

Tantangan lainnya adalah kurangnya transparansi dalam laporan penggunaan
anggaran pendidikan yang diterima oleh DPRD, yang seringkali tidak disajikan secara rinci
(Ferryono et al.,, 2022). Hal ini menghambat proses evaluasi yang mendalam terhadap
penggunaan dana dan efektivitas program pendidikan yang dijalankan. Dalam konteks ini,
penguatan kapasitas DPRD dalam hal pengawasan anggaran sangat penting untuk
meningkatkan kualitas pengawasan tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi informasi yang
lebih maju dan terintegrasi dapat mempermudah DPRD dalam memantau pelaksanaan
anggaran secara real-time, sehingga proses pengawasan dapat berjalan lebih efisien dan
transparan. Dengan demikian, untuk mencapai pengawasan anggaran pendidikan yang lebih
optimal, perlu ada sinergi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif, serta peningkatan
kapasitas teknis dan sumber daya yang memadai bagi DPRD dalam menjalankan fungsi
pengawasannya secara efektif.

Pengawasan anggaran pendidikan oleh DPRD Provinsi Riau menjadi aspek yang krusial
dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Dalam konteks desentralisasi, pengawasan
tersebut bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran yang efisien dan efektif, sehingga

- 287

OPEN/#~"| ACCESS




dapat mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan di sekolah (Dian Mega Handi ,
Zulwisman, 2024). Fungsi pengawasan DPRD, sebagai bagian dari mekanisme check and
balances dalam pemerintahan daerah, tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kebijakan
tetapi juga pada penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan
dana Pendidikan (Nadiva Salsabilla Azzara, Dewi Anggraini, 2025). Sebagaimana yang
dijelaskan dalam penelitian sebelumnya, faktor pengawasan yang tidak optimal, seperti
kurangnya koordinasi antar instansi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, sering kali
menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan oleh
DPRD, termasuk peran serta masyarakat dalam memantau penggunaan dana pendidikan,
sangat penting agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan akan membantu
mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan partisipasi publik, yang pada gilirannya
berkontribusi pada perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Riau.

SIMPULAN

Dalam Penelitian ini mengeksplorasi peran pengawasan anggaran pendidikan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dalam mengatasi ketimpangan akses
pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada
upaya pengawasan anggaran pendidikan, implementasi pengawasan yang efektif masih
terhambat oleh berbagai tantangan. Ketidakmerataan distribusi anggaran, ketidaksesuaian
antara prioritas anggaran dan kebutuhan lokal, serta keterbatasan kapasitas sumber daya
manusia di DPRD menjadi kendala vtama dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
di daerah tersebut. Pengawasan yang dilakukan melalui mekanisme pengawasan langsung dan
tidak langsung memang menunjukkan adanya perbaikan, namun tantangan seperti kurangnya
transparansi laporan anggaran dan koordinasi antar instansi masih mempengaruhi efektivitas
pengawasan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan anggaran
pendidikan, diperlukan peningkatan kapasitas DPRD dan pemanfaatan teknologi informasi
dalam memantau penggunaan anggaran secara lebih transparan dan akuntabel.

Ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Bengkalis, yang dipengaruhi oleh faktor
geografis, sosial-ekonomi, dan infrastruktur pendidikan yang terbatas, memperburuk
ketidakmerataan kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah di daerah terpencil dan kawasan
perkotaan. Keterbatasan fasilitas pendidikan, kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas,
dan rendahnya kesempatan bagi siswa di daerah terpencil untuk melanjutkan pendidikan ke
tingkat yang lebih tinggi menyebabkan kesenjangan yang semakin lebar. Pengawasan
anggaran pendidikan oleh DPRD Provinsi Riau memiliki peran penting dalam memperbaiki
distribusi dana dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Untuk itu,
penguatan pengawasan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat
diperlukan, terutama dalam mengalokasikan dana untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan
dan meningkatkan kualitas pengajaran di daerah-daerah yang paling membutuhkan.
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